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PRESIQER
REFUBLIK iMOOMES|A

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES[A
HOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan nasional dalam bidate pendidikan
adalah upaya mencordaskan kehidupan bangsa  dan
meningkatitan kualitas manuzia Indonesia yang beriman,
bertakwa, dan berakhlak mulia =corta menguasai  ilom
pengstahuan, tehnolegl, dan sem dalam  mewnjodican
masyarakat yang maju, adil, makmuor, dan Theradahb
herdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republilk Indonesia Tahun 1945:

bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses,
peningkatann mutu dan relevansi, s=rta tata pemerintahen
vang baik dan skuntabilitaz pendidikan yang mampu
menghadapi lantangan scsual dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global perlu  dilakukan
pemberdayaan dan peningkatan mutu gurg dan dosen sccars
terencana, terargh, dan berkesinambungan;

bahwa guru dan dosen miempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat strategizs  dalam  pembangunan
nasiohal dalarn dang pendidiken sebagaimana dimalksued
pada huruf a, schingega perlu dikembangkan sehagai profesi
vang bermartabat;

bahwa berdasarkan pertimbangan =ebagaimana  dirnadesud
pada hurif a, huruf b, dan huruf ¢ perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Guru dan Dosen:

Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar
Negara Republik [ndenesis Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Fendidikan Nasional (Lembaran Negara Repuhblik Indonesia
Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan Lembaren Negara Rcpublik
Indonesia Momor 4301);

Detgan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUELIK INDONESIA

dan
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSEAN:

¢ UNDANG-UONDANG TENTANG GURLD DAN DOBEN,

BABI
KEETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cralam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
mecnilai, dan mengrcvaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jelur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentraneformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu perigetahuan, teknolog, dan seni
melalul pendidikan, penelitian, dan peogabdian kepada

masyarakat.

3. Guru besar atau profesor yang selanjuinya disebut professr
adalah jabatan [ungsional tertinggi bagi dosen yang masih

mengajar di linghungan satuan pendidilan tinggi.

4. Profesional adalah pekerjgan atau kegiatan yang dilaloukan
oleh sezecrang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan
vang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan
vang memenuhi standar mutu atau neorma terlentu serta

memerlukan pendidilkan profesi.

2.  Penyelenggara pendidikan adelah Pemerintah, pemerintah
daerah, atau  masyarakat yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur pendidiksn formal.
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Saman pendidikan adalah kelempok layanan pendidikan
vang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Perjanpan kerja atau kescpakatan kerja bersama adalah
peanjian  tertulis  antara gurtl  atau  dosen  dengan
penyelengears pendidikan  atall satuan pendidikan yang
memuat syarat-syarat kerja serla hal: dan kewajiban para
pihak dengan prinsip kesetaraan dan  késcjawatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian  kerja
adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kescpakatan kerja
bersama puril atau dosen karena seswpatu hal vang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewsjiban antara guru
atau dosen dan penyelengeara pendidikan atau satuan
pendidikan sestiai dengan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi akademik adalah ijjazah jenjeng pendidikan
alademik yang harus dimiliki gleh guru atau doscn sesuai
dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di
tempat pEMNUZASHTL.

Hompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keternimpilan,
dan perilaloa vang harus dimtliki, dihayati, dan dilcuasa) al=h
ELUL atatl  dosen dalam melaksanakan [ugas
keprofesionalan.

Secrtifikasi adalah proses pemberian  sertifikat  pendidik
uniik gura dan dosen.

Sertilikat pendidik adasiah bukt formel sebagai pengakuan
vang diberikan kepada guru dan dosecn scbapai tepapa
profesional.

Orpanisasi profesi guru adalah perlumpulan yang berbadan
hukum yang didinkan dan diorus oleh guru untuk
mengembangkan profesionalitas guru,

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan
tinggd  yang dikeri tugas cleh Pemerintah untuk
menyelenpearakan program pengadaan . guru pada
pendidikan anak wusia dini jelur pendidikan  formal,
pendidikan dasar, dan/atan pendidikan mencngah, scrta
untule  menyelenggarakan dan mengembangkan  ilmu
kependidikan dan nonkependidikan.

(iaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas
pelkerjaannya dan penyelenggara pendidiksn atanu satuan
pendidikan dalam bentul hinansial secara berkala sesuvai
dengan peratiran perundang-undangan.

16. Penghasiian . . .
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Penghasilan adalah hak yang diterimg pleh guru atau dosen
delam bentuk Mnansial sebagai imbalan melaksanakan Ueas
keprofesionalan yang ditetapkan dengan Frinsip
penghargaan atas dasar prestasi dan  mencerminkan
martabat pui atay dasen sebagar pendidik profesional.

Deaecralhh  khusus adalahh dacrah vang terpencll atau
terbelakang; daerah dengen kondisi masyarakat adat yvang
terpencil; dasrah perbatasan dengan negara lain; decrah
vang mengelami bencana alam, bencana sosial, ataun daerah
vang berada dalam keadaan darirat lain,

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indomesia
nonpemerintah yang memptinyal perhatian dan peranan
dalarn bidang pendidikan.

Pemerintah adalah pemerintah pusat,

Pemerintah daerah adalabh pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten, atan pemerinteh ko,

Menteri adalahh menteri  yang menangani  Ueusan
pemcnntahan dalam bidang pendidikan nasional,

BAB 1]
KEDUDUEAN, FUNGEI, DAN TUJUAN

Fasgal 2

Guru mempunyal kedudukan sebagai tenapa profesional
pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal vang
diangkat sczuag dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan kedudukan guru sebagsai tensga profesional
sehagaimana dimaksud pada ayat |1} dibuktikan dengan
sertifitat pendidik,

Pasal 3

Dosen mempunjyal kedudulan achagai tenaga profcsional
pada jenjang pendidikan tinggi yang dianghkat sesuaf denpan
peraturan perundang-undangan.

Fengakuan kedudukan dosen scbagai tenaga profesional
schagmans dimaksud pada ayat (1] dibuktikan dengan
sertiikat pendidik.

Fazal ¢ ...
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Fasal 4

Kedudukan puru sebagai tcnaga profesional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1] berfungsi untuk meningkatkan
martabat dan peran gura sebagal apen pembelajaran berfungsi
untuk meningkatkan muty pendidikan nasional.

Pagal §

Kedudukan dozen sebapgai tenaga profesional sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 3 ayat |1} berfungs) untuk meningkatian
mmartabat dan  peran dosen sebagai  agen peinbelajaran,
pengembang ilmu pengetabuan, teknologi, dan sery, sera
pengabdi kepzda masyarakat berfungsi untuk meninglkatkan
mutu pendicikan nasional

Pasal

Kedudukan gura dan dosen sebagai tenaga profesional bertyuan
untuk  melaksanaken zistem pendidikan  nasicnal dan
mewujudkan tyuan pendidikan nasional, vaitu berkembangnya
potensi peserta didik ager menjadi manusia yang beriman dan
bertalwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beralchlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, Kreatif, mandirl, sertz menjedi warga negarg
yvang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB I
PEINSIF PROFESIONALITAS

Canal 7

(1} Profeai guru dan profesi dosen merupekan bidang pekerjaan
kimusus yang dilaksanakan berdasarken prinsip sebapgsi
berjlmt:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

h. memilils  komiltnen  vntuek  meningkatkan muta
pendidikan, keimanan, ketalwagn, dan akhlak mulia:

c. tmemiliki  kualilikasi akademnik dan latar belakang
pendidikan sesual dengan bidang tugas:

d. mcmillkd kompetensi yang diperlukan sesuai dengan
bidang tugas;

e. memiliki tangpung jawab atas peilzksanasan  tupas
keprofesionalan;

f. memperoleh . . .
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L. mempervleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan
prestasi ketja;

g memilikd kesempatan unk mengembanghan
keprofesionalan secarz  berkelanfutan dengan  belafar
scpanjang hagyat,

k. memiliki jaminan perlindungan huolaam dalam
melaksanakan tuwgas keprofesionalan; dan

1. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan
mengatut  hel-hal  yatg  berkaiten denpgan tupas
keprolesionalan guna.

f2) Pemberdayaan profesi puru atau pemberdayaan profesi
dosen diselenggarakan melalui pengembangan difl yang
dilakulkan  se¢cara demeokratia, berkeadilan, tidak
diskriminati, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi
halk asasi manusia, nmila keagemaan, nilai  looitural,
kemajemukan bangss, dan kode etik profesi.

BAB IV
GURU

Bagian Kesat
Eualibkasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Gura wajlh memiliki kualilikasi akademik, kormnpetensi, sevtilitat
pendidik, sehet jasmani dan robani, serta memiliki kemampuan
untuk mawitjudliean tujuan pendidikan nasional.

Pazal O

Kualifikas akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dipercleh melalui pendidikan tinggi program sarana  atao
program diploma empat.

Pasal 10

(1] Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
meliputi kompeiensi pedagogik, Kompetensi kepribadian,
kompetensi  sosiad, dan kompetensi  profesional  yang
diperoleh melalui pendidilkkan profesi

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi  pum
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1} diatur  dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
Bertafikat pendidik scbagaimansa dimaksnd dalam Pasal 8
diberikan kepada guriy yang telah memenuhl persyaratan,

Scriifikasi pendidik diselenggarakan cleh perguruan tinggd
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidilzan yang
terakreditam dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sertifikasi pendidik  dilaksanakan  secara  objektd,
transparan, dan aluntabel.

Ketetitvuan  lebih  lanjut  tnengenal  esertifikasi  pendidik
schagaimana dimeksud peda ayat (2] dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemenntah.

Pasal 12

Setiap orang vang telah memperoleh zertifilkat pendidik memiliki
kesempatan yang =ama untuk diangkat menjadi guru pada
satuan pendidikan tertentil,

(n

=

(1]

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerabh wajib menyedizkan
anggaran untuk peningkatan kualibkasi akademik dan
sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang dianglkat
olehh  satuan  pendidikan  wyang  diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakeat,

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal  angegaran  ontuk
peningkatan kuelifikasi akademik dan sertifikasi pendidilc
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peratiran Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, gurn berhale:

a. memperolel ..
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a, mempetelell penghasilan di ates  kebutuhan  hidup
minimum dan jaminan kescjehiteraan sosial;

b. mendapatkan promosi daen penghargaan =esuai dengan
tupgas dan prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekayaan inteickoual;

. memperoleh kesempatan unituk meningkatlan
Lkampetensi;

e, memperdleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelgjaran untuk menunjang kelancaran  tugas
keprofesicnalan;

f. memiliki kebecbasan dalam memberikan penilaian dan
ilut menentukan kehilusan, penghargasn, danfatan
sanksi kepada peserta didik scsuai dengan leaidah
pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-
undangan;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan ugas:

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi
profesi;

i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kehijakan pendidilan;

j. memperclell kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualiikasi akademik dan kompetensi;
dan/aetau

k. mecmperoleh pl:lauha.n dan pengemabangan profesi dalam
bidangny4.

Ketentuan lebih [fanjut mengenai hak guru sebagairmana
ditnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasgal 15

Penghasilan di atas  kebutvhan  hidup  mitimuam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huoraf a
mecliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta
penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan
lungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambehan yvang
terkait dengan tugasnya scbagai puru yang ditetapkan
dengan prinsip petighargaan atas dasar prestasi.

furu yang diangkat oleh satuen pendidikan yang
diselengparakan cleh Pemerintah atau pemerintah dasrah
diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3) Gary -
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Gury  yang diangkat oleh samen  pendidikan  yang
diselenggarakan oleh masyvarakat dibkert gafi berdasarkan
perjanjian kenja ataw kescpakatan kerja bersama.

Pasal 15

Pemcnntabh membetikan (umjatigan profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1} kepada guma yang telah
memilikd  sertifikat  pendidik  yang  diangkat  oleh
penyelenggara pendidikan dan/atau =atuan pendidilcan yang
diselenggatakan oleh masyarakeat.

Tumjangan profesi sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
diberikan setara dengan 1 {satu) kali gaji pokok gunl yang
diangkat oleh zatman pendidikan yang diselenggarakan olch
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa
kerin, dan lualifikasi yang sama,

Tunfangan profesi zebagaimana dimaksud peda ayat (1)
dialolasikan dalam anggaran pendapatan dan  belanjg
rnegara |APBN| dan/fatau anggaran pendapatan dan belanija
daerah {(AFBD).

iKetentuan lebih lamjut mengenai tunjangan profesi guru
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat [3)
diatur dengan Feraturan Pemeriniah,

Pasal 17

Pemerintah  danfatau  pemerintah  daerah  memberikan
tunjangan ungsional sebagaimang dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1] kepada pguruo vang diangkat olch satuan
pendidikan yang diselenpgarakan oleh Pemerinteh dan
pemenntah dacrah.

Femenntah dan/atan  petierintah  daerah  memberikan
subsidi tunjangan fungsional sebapzimans dimaksud dalam
Pagal 15 ayat (1] kepada puru vang disnglat alel satuan
pendidikan yang diselenggarakan cieh masyarekat sesuai
defigan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan fungsional sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
den subsidi tunjanpan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dialokarikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara danfatay anggaran pendepatan dan belanja
daerah,

Pasal 18 . ..



(1]

(2]

[

(4]

{1)

[Z}

{3]

FRESICFEM
REPUBLMK INBOMNESIA

- 10 -

Pasal 18

Pemerintah memberikan tunjangan khusuz sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1} kepada pguru yang
bertugas di dasrah khusns.

Tunjengan khusus eebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan setara dengan | [satu] kali paji pokok guicu yanp
diangkat vleh satulan pendidikan vang dizelenggaraken aleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa
kerja, dan kualifikasi yang sarna,

Guru yang diangkat oleh Pemerintah stau pemcrintah
daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang
disediakan oleh pemerintah  dasmah  sesual  dengan
Keweniangan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  tunjangan  khusus
schagaimans dimaksud pada ayat (1], ayat [2), dan ayat {3]
diatur dengan Peraturan Pemenntah.

Pasal 19

Mazlahat tambaban scbagaimana dimekszud dalam Pasal 15
ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperolch
dalam bentuk tunjangan pendidikan, asurvans pendidikan,
beasiswa, dan penghargaan bagi gure, serta kerntldahan
untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guruy,
peloyanan Resehatan, stau bentuk kesejahteraan lain

Pemenntah  danfatau  pemcrintah daeralh  menjamin
terwujildnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud
pada avat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat  tambahan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat [2) diatur
dengan Peraturan Pemerintal:,

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a.

mcrencanakan  pembelajaran, melaksanskan  proses
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan meneevaluasi
hasil ptmbclajaran;

meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik
dan  kempetensi secara berkelanjutan  sejalan  dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, tckoologi, dan seni;

¢, bortindak . . .
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bertindalt  ohjektil dan  tidak diskriminatil atas dasar
pertimbangan jenis kslamin, agama, sula, ras, dan keondisi
fhizile tertenta, atau latar belakang Keluatrgs, dan status sosial
clonomi peserta didik dalam pembelajaran;

menjunjung tinggt peraturan perundang-undangan, hulaam,
dan kode etik gury, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

mernelihars dan memupulk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagan Ketiga
Wajith Kena dan lkatan Dinas

Pasal 21

Dalam keadaan damirat, Petnenntah dapat memberlakukan
ketentuan wagib kerja kepada guru dan/atau warga negara
[ndonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akadermk dan
kompeatensi untuk melaksanakan tugas schagal guna di

dacrah khusus di wilayah MNegara HKesatuan Republik
Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenal penugasan warga negarsa
Indonesia sebagai puru dalam ksadean dariral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan
Femerintah,

Pasal 22

Pemerintah danfatau pemenntah daerah dapat tenctapkan
pola 1katan dinas bagl calon gury uniuk memenohi
kepentingan  pembangunan  pendidikan  nasional  atau
kepentingan pembangunan daerah,

Ketentuen lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bag

calon puru sebagaimana dimaksud pada ayal (1] distur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pagal 23

Pemerintah menpembangkan sistern pendidikan guru ikatan
dinas beresrama di lembage pendidikan  1enaga
kependidiken wntuk  menjarmin chsiensi dan mma
pendidikan.

(2) Kurtkuham . . .
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Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendicdiken
tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mengembangksn kompetens] yang diperlukan antuk
mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan
bertaral int¢rnasional, dan pendidikan berbasiz keunggulan
lokel.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Petiempatan, Pemindahan,
dan Petnberhentian

Pa=al 24

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan gunl, betk dalam
jumlah, kualifikagi akademik, maupun dalam kompetensi
secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuwan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta
untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan
menetigah vang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Femerintah provinsi wajib memenuhi kebutubhan gurny, batk
dalam  jumlah, kunlifika=zi akademik, mavpun dalam
kompeiens) secarg merata urtuk mernjamin
keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus sesva dengan kéewrenangan.

FPemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi lebutuhan
ourl, baik dalam jumlah, kKualbkaei akademik, mavpan
dalam lkompetensi secara  merata  untuk  menjamnin
keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak
ustia dimi  jalut  pendidikan formal  sesuai dengan
kowenangan,

Penyelengeara pendidikan atau satuan pendidiken anak vsia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, Jdan
pendidikan  menengah  yang  disclengearakan  oleh
maayarakat wajib mememahi kebutuhan guru-tetap, baike
dalam Jumlah, kualifikasi akademik, maupun
kompetensitiya  uituk  memjamin keberlangsungan
pendidikan.

Pasal 25

Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara
nhjelctil dan transparan seauai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengangkatan . . .
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Pengangkatan dan penempatan  guoru pada satuan
pendidikan yang  disclenggaraken  Pemerintabh  atau
pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan dan penempatan gurl pada safgan
pendidikan yang diselenggaralkan masyarakat dilalulean oleb
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
bersanghutan  berdasarkan  perjanjian  kerja  atan
kesepakatan keria bersama.

Pasal 2a

Chiru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah dapat ditemnpatikan pada jabatan struktural

Ketentuan lebih lanjut miehgenal penempalan guru yang
diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah dacrah pada
jabatan struktural sebagaimana dimakszud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan scbagai guru pada satusn
pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kede etik puru dan

peraturat perendang-undangan.

(1

{<)

{3]

Pasal 28

Gura yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
dacrah dapat dipindahbygaskan antarprovins,
antatkabupaten fanterkots, antarkecamatan maupitn
antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan
pendidikan dan/atau promosi.

Guru yang dianghat oleh Pemerintah astan  permerintah
dacrah dapat mengajukan permchonan pindah tugas, baik
antarprovinsi, antarkabupatenfantarkota, antarkecamatan
maupin antarsatuan pendidikan sesuad dengan peratiuran
perundang-undangan,

Eraiam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah
atau pemerintab dacrah memfastlitasi kepindaban guru
schagaimana dimakswd pada ayat (2} scsual dengan
Kewerangan.

(4} Pemindahan . . .
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Pemindahan gund  pada  satwan  pendidikan yang
disclenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penvelenggara
pendidikan  atau =atuan pendidiken yang bersangkutan
berdasarkan perjanjian  ketjs atau  kesepakatan lerja
bersama.

Ketentuan lebibh  lanjut mengenai  pemindakan  gurg
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2], dan ayat (3)
dietur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Guru yang bertugas di dacrah khusus memperoleh hak yang
melputs ketiaikan pangkat ratin secara otomatis, kenaikan
pangkat istimewa 2ebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan
dalam pelaksanaan tupas.

(aru yang diangksat oleh Pemerintah atay  pemerinteh
daerah wajib menandatangani pernyataan lkesangpupan
untuk ditugaskan di deecah khusus paling sedikit selama 2
([dua) tabhun.

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
dacrah yang telah bertugas selama 2 {dua) tahun atau lebih
di daerah khusus berhak pindah tugses setelah tersedia guro

pengganti.

Dadarn hal terjadi kekosonpgan guru, Pemerintah atay
pemenntah  dacrah  wajib. menyediakan puru  pengganti
untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada
gatuan pendidikan yang bersanpgkotan.

Ketentuan l¢bah lanput mengenal guru yang bertugas di
dasrah khusus scbagaimana dimaksud pada awat (1], ayat
[2), ayat {3), den ayet (4] diatur dengan Peraturan
FPemnernintah,

Faszal 30

Gura dapac diberhentikan dengan hotmat dari jabatan
=zebagal guru karena:

meninggal dunia;

mencapai batas usia pensiun;

aizs permintaan sendin;

sakit jasmani dan/atau rohani sehingwa tidak dapat
melaksanakan tugas secara terus-mencrus selama 12
(dua belas) bulan; atan

ap e

e. berakhirnya . . .
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¢. berakhirnya perjanjian ketja stau kesepakatan kerja
bersama antara gura dan petyelenggara pendidilan.

Gutru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan

echagal guru karcnm:

a. melanggar sumpahn dan janji jabatan;

b. meclanggar peganjisn  kerja  atay  kesepakatan kerja
bersama; atau

<. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1
(satu) bulan atau lebih seeara terus-menerus.

Pemberhention gury scbagaimana dimalksud pada avat [1)
dan ayat [2) dilakukan sesual dengan peraturan perindang-
undangarn.

Pecmberhentian puru karena  batas  wusia  pensiun
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b dilaloakan
pads usia &0 [epam puluhb) tabmun.

Guru yang diangkat oieh Pemerntah atau pemerintah
daerah yang diberhentikan dan jabatan sebagai gurn,
kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a dan
hurwf b, bdak denpan sendirinya diberhentikan scbagai
pegawal negen sipil.

Faszal 31

Pemberhentian gurtl scbagaimana dimaksud dalam Pasaf 30
ayat (2] dapat dilalukan sctelah guru yang bersanglutan
dibert kesempatan untuk mémbela diri.

Gurn pada satuan pendidikan yang diselenpgaralan oleh
tmasyarakar yang diberhentkan dengan hormat tidak atas
permintaan sendid memperoleh kompensasi nansial sesual
dengan perjanjian kerja atau kesepalatan kerja bersama,

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

Permbinaan dan pengembangan gurt meliputi pembinaan
dan pengembangan profesi dan Yaricr.

Permbinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana
dimaksud pada syat (1) meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional,

(3] Pembinaan . . .
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Pembinaan dan pengembangan profesi puru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakulkan melaiui jabatan
fung=ional.

Femmbinaan den pengembangan karier gung schagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, bkepailan
panghat, dan promosi.

Pazal 33

Kebijalkan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan
karier guru pada samian pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintab daerah, atau masyarakat ditetaplan
detgan Peraturan Menteri.

(1}

(2]

(3)

(1}

(]

[

Paszal 34

Petnerintah dan pemerintah dacrah wajib mermbina dan
mengembangkan kualiikasi akademik dan kompetens guru
pada =atuan pendidiken vyang disclenggarakan oleh
Pemerintah, pemetintah daerah, dan faran masyarakat,

Satuan pendidikan yang disclenggarakan oleh masyarakat
wailb membina dan mengembangkan kusalifikasi akademik
dan kompetensi guru.

Pemenntah dan pemerintah daerah wajib memberikan
anggaran untuk meningkatlkan pirolcsionalitaz  dan
pengabdian  guru  pada. satuan  pendidikan  vang
diselenggarakan olch Pemerintah, pemerintah daerah,
danfatau masyarakat.

Pagal 35

Beban kerja pura mencakup Legiatan pokok yaitu
merencanakan pembelajaran, mclaksanakan permbelajaran,
tnenilal  hasil pembelajaran, membimbing dan  melatih
peserta didik, serte melaksanakan tugas tambahan.

Beban kerja gurul sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap
muka dan stbanyak-banyaknya 40 [empat puluh) jam tatap
muka dalam | {satu) ttinggu.

Ketentuan  lebih  Janfut mengenai beban  kerja  gury
scbhagaimana dimaksud pada ayat {1 den ayat {2} diatur
dengan Peraturan Pemmerintah.

Bagian Keenam . . .
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Bagian Keenam
Penghargaan

Pazal 36

Gurtl yang berprestasy, berdedikasi lurar biasa, dan/atsy
bertuges di  daeresh khusus berhak  memperoleh
penghargaan.

Guru yang pugur dalam melaksanakan tugas di daerah

khusus memperoleh  penghargaan  dari | Pemetintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

Pengharpaan dapat diberikan cl=h Pemetintah, pemerintah
daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/fatan satan
pendidikan,

Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat
dezafkelurahan, tingkat kecamatan, tingkat
kabupatenfleota, tingkat provinsi, tingkat nasional,
dan/atau tinghkat intemasional.

Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk
tanda jasa, kenaiken pangkat isimewa, finansial, plagam,
dan fatau bentuk penghargaan lain.

Penghargaan kopada gury dilaksenakan dalam ranpka
mempetingati hari ulang tahun kemerdekazn Republik
Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun
kabupaten/kata, han ulang tahun satuan pendidikan, hari
pendidikan nasional, bhari garu nasional, danfatau hari
besar lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetian penghargaan
scbagmimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2], ayat (3], dan
ayat [4] diabur dengan Peraturan Pemerintah.

Pa=al 38

Femerintah dapat menetapkan harn gutru nasional sebagai
penghargaan  kepada gura yang diatur dengan  peraturan
pecrundang-undangan,

Bagian Ketujuh . . .

L
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Bagian Ketujuh
Perlindungat:

Pazal 39

Pemerintah, pemerintah daeral, masyarakat, organisasi
profesi, danfatau satuan pendidikan wajib membenkan
perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Perlindungan sebagaimana ditaksud pada ayat (1) meliputi
perlindungan  hukum, perlindungan profesi, =erta
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hulim sebagaimansa dimeksud pada ayat (2)
mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan,
ancaman, perlakuan  diskriminatif, intimidasi, atan
perlalivan tidak adil dar pihak peserta didik, orang tua
peserta didik, masyaralat, birokrasi, atau pihak lain.

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud padae ayat (2)
mencakup perlindungan tethadap pemutusan hubungan
kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang  tidak  wajar,
pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecchan
tcrhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain wvang
dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja schagaimana
dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap
risikc gangguan keamanan kerje, kecelaltaan lrerja,
kebakaran pada walttu ketja, bencana alam, kesehatan
linghungan kea, danfatawe risiko lain.

Bagan Kedelapan
Cuti

Fasal 40

Guru memperoleh cut sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Guru dapat memperoleh cutl untuk studi dengan tetap
mempercleh hak gaii penuh,

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai cuti  sebapaimans
dimak=ud pada ayat {1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintal,

Bagian Kesembilan . . .
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Bagian Kesembilan
Crganisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 4]

Gury  membentuk organizsasi profesi yang bersifat
independen.

Organisasi profcsi schbagaimana dimaksud pada ayat {1)
berfungsi  untuk  memajukan  prolesi, meningkatkan
kempetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan
profesi, kesejahterann, dan pengabdian kepada mmasyvarakat.

Cur wajib menjadi angeota organisasi profesi.

Pembentukan organisasi profesi sehagaimana  dumaksud
pada avat [I] dilakukan s=esuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pemerntah dan fatau pemerintah daerah dapaf
memfasilitasi orgenisasi profesi guru dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan profesi g,

Pasal 472

Crganisasi profesi puru mempunyai kewenangan:

.

-

(1}

{2)

(1}

menetapkan dan menegakian kode etik gury;

memberikan bantuan hukum kepada gura;

memberikan perlindungan profesi pury;

melakizkan pembinaan dan pengembangan profesi parny; dan
mema]ukan pendidikan nasional.

Faeal 43

Untuk menjagas dan meningikcatkan kehormatan  dan
martabat puru dalatn pelaksanaan tugas keprofesionalan,
arganisasi profest guru membentuk kode ¢tik.

Knde enk sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berisi norma
dan etika yang mengikat perilaku puru dalam pelaksanaan
tugae keprofomonalan.

Pasal 44

Dewan kehormatan puru dibentuk oleh organisasi profest
ury.

{2] Keangeotaan . ..
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Heanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru
sebagrimana dimaksud pada ayat (1) digbur dalam anggaren
dasar organisasi profesi guru.

Dewan kKehormatan gurd sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dibentul untuk metgawasi pelaksanaan kode etik guru
dan  memberikan  rekomendasi pembenan  sanksi  atas
pelanggaran leode etik oleh gury,

Rekomendasi dewan kehormatan profezi gury sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) harus objekdf, tidak diskriminatif,
dan tidak bertentangen dengan anggeran dasar organisasi
prolegi serta peratutat perundang-undangan.

Organisasi profesi garu wajib melakzanalan rekamendasi
dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

BAB V
DOSEN

Begian Kesaba

Kualifikas=i, Hompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memilild kualifikasi alkkademik, kompetensi, sertilfkat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi
lain wyang dipersyaratkan saiman pendidikan tinpggi tcmpat
bertugas, serta memibld kemampuan unfuk mewgjudkan tujuan
pendidikan nasional.

(1}

{2)

(3

Pasal 46

Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 45 diperclch melalui pendidikan tinggl program
pascasarjana yang terakreditas| sesuai dengan  bidang
keahlian.

Dosen memiliki laalifikasi akademil minimam:

a. lzlusan program magister unfuk program diploma atay
program sarjana; dan

b. luluzan program doktor untuk program pascasarjans.

Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar
biass dapat diangkat menjadi dosen.

f4) Ketentuan . .
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Ketentuan lain mengenal kualifikasi akademik sebagaimana
dimalesud pada ayat (1) dan ayat (2) dan lkeahlian dengan
preatas luar biasa sebagaimana dimeksud pada ayat (3)
ditentukan olth masing-masing senat abkademils  satuan
pendidikan tinggi.

Fa=al 47

Sertiblkat pendidit untuk dosen sebapaimana  dimaksud

dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebhagai

berikut:

a. memilikd  pengalaman  kerje  sebagsi pendidik pada
perguruan tnggi sekurang-kurangnya 2 (duaj tahun;

b. memiliki jabatan akademik selurang-lurangnya asisten
ahli; dan

c. Julus sertifika=i yang dilakukan olch perguruan binggi
yang menyvelenggarakan program  pengadsaan  tenaga
kcpendidikzn pada pergurman tinggi vang ditetapkan oleh
Frmerintak.

Pemerintah menetapkan pergurvan tinggl yang terakreditasi
untul  menyelenggarakan  program  pengadasn tenaga
kependidikan $¢sua dengan kebutuhan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikar pendidik untuk
dosen sehagaimana dimsksud pada ayat {1) dan penctapan
perguruan tinggl yang terakreditasi =sebapaimana dimaksud
pada ayat (2] chatur dengan Peraturan Pemerintah.

Faezl 48

Status dosen terdin atas dosen tetap dan dasen tidak tetap.

Jenjang jabatan akademik doszen-tetap terdiri atas asisten
ahli, iektor, leXior kepals, dan profesor.

Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesar
haruz memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pengaturan kewenangan jenjang fabatan akademik dan
dosen tidak-tetap ditctapkan oleh setiap satuan pendidikan
tinggi =esuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Profesor merupakan jabatan akademik tertingg padsa satuan
pendidikan tingel  yang mErmpunyel kewenangan
membimbing calon doktor.

(2] Profesar . | .
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Profezor memiliki kewajiban kbusus menulis buku dan
karya ilmiah sertn menyebarluaskan gagasannvya untuk
mencerahbkan mesyearakat,

Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental
tainnya wyang sangat istimews dalam bidangnya dan
mendapat pengakuan internasional dapat dianpkat menjadi
pirviesar paripurna.

Pengaturan lchih lanjut mengenal prefesor  prrpuma
sebapgaimana dimaksnd pada ayat {3) ditctapkan clch sctiap
perguruan tinggl sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pesal 90

Setiap ocrang yang memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 45
mempunyai kesempatan yang sama utittlk menjadi dosen.
Setiap oarang, yang akan diangkat menjadi dosen
sebagaimana dimaksud pada awvat (1), wajib mengikut
proses seleksi.

Sctiap orang dapat diangkat sccara lapngsung menduduki
jenjang jabatan akademik tertentu  berdasarkan  hasil
penilaian terhadap kualifikasi akadeniik, Kormpatensi, dan
pengalaman yang ditmniliki.

Ketentuan lebih  larjut mengenai selelesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan pengangkatan serta penetapan
jenjang jabatan akedemnik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditentuken oleh setiap satuan pendidikan
tinggm sesuai dengen peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 51

Dalam melaksanakean tugas keprofesionalan, dosenn berhak:

a. memperoleh penghazilan di atas kebutuhan  hidug
minimum dan jaminan kesejghteraan sosial:

b. mendapatican promosi dan penghargaan sesuai dengan
tugas dan prestas kerja;

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekayaan inteleknlai;

d. memperoleh . .,

i
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d. memperoleh kesempatan untuk meninglatian
kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan
prasarana pembelajaran, asrta penelifan dan pengabdian
kepada masyarakat:

e, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademil:, dan
atomerm kkeilmuan;

. memililt lkebebasan dalam memberikan penilainn dan
menanfukan kelulusan pesarta didik; dan

g. memilild kebebasan untuk berserikat dalam organizasi
profesiforganisasi profesi Keilmuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal hak dgsen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pamerititah,

Pasal 52

Penghasilan  di atas kebutuhan hidup minimum
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 51 gyat (1) huruf &
meliputi gaji pokolk, tirjangan yang melelcat pada gaji, serta
penghasilan Jain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan
Mngsional, tumangan khusus, tunjangan kehormatan, serta
maslahat tambahan vang terkait dengan tugas sebagal dosen
vang ditetapkan dengan pnnsip penghargaan atas daser
prestasi,

Dozen yang diangkat aleh satuan pendidikan tinggi yang
diselenggaraltan oleh Pemerntah atau pemerintah daerah
diberi gaji seanal dengan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang diangkat sleh esatuan pendidikan tinggl yang
disclenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan
perjanjian kerja atan kesepakatan kerja berzama.

Paszal 53

Pemerintah  memberikan tunjangan profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1] kepada dosen yang telah
mcmiliki  serbfikat  pendidik  yang diangkat  oleh
penyelenggara pendidikan dan/atav satnan  pendidikan
tinggi vang diselenggarakan oleh masyarakat,

Turjangan proiesi sebageimana dimaksud pada zyat [1)
diberikan setara dengan 1 [sata) kali gaji pokok dosen yang
diangkat oleh Pemerintah peda tingkat, masa kerja, dan
kualilikasi yang sema.

(3) Tunjangan . . .
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Tunjangan profesi Eebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diglokasikan dalam anggaran pendapatan dan  belangas
negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan  profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat [2), dat ayat [3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana
dimaksud delam Pasal 52 ayat (1] kepada dosen vang
diangkat oleh Femenntah.

Pemerintallh memberikan  subsidi | tunjangan Lngsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayal (1) kepada
doscn yang diangkat olch satuan pendidikan bHnggi vang
diselenggaralan oleh measyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Tunjangan fungsional schagaimana dimaksud pada zyat (1)
dialoltasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
MNCgare,

Pazal 55

Pemerintah memberikan tunjangan khuauts sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 52 eyat (1} kepada dosen yanp
bertugas di dacrah khusus. - .

Tunjangan khusus sebagaimana dimalaud pada ayat (1]
diberikan sctara dengan 1 (satu] kali gaji pokok dosen yang
dianglzat ¢leh Pemerintah atau pemerintah daerah pada
tinglktat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan khusus schapaimana dimakzud pada avat [1)
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan  belanja
NEgAra,

Ketentuan lebih lanjut mengenal fuinjangan  khnsus
sebagaitmana dimaksud pada avat {1], ayat (2], dan ayat (3}
diatur dengan Peraturan Pemerintak.

Pasal 56

Pemerintah memberikan tunjangan Kehormatan kepada
profesor vang diangkat olch penyelenpgara pendidikan atay
satuan pendidikan tinggi setars 2 (dua) kali gaji pokcok
profescr yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa
kerja, dan kualihkasi yang sarma.

(2} Ketentaan . |,
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(2] ¥etentuan lebih lanjut mengenai njangan kehormatan
sebagaimana dimaksind pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

Pasal 57

(I} Maslahat tambahan sebagaimana dimaksid dalam Pasal 52
ayat (1] merpakan tambahan kesejahteraan yvang diperoleh
dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,
beasiswa, dan penghargaan bagl dosen, scria komudahan
untuk memperaleh pendidikan bagl putra dan putri dosen,
pelayanan keschatan, ateu bentulk Kescjahteraan lain,

12} Pemerinteh danfatan pemérintsh daerah menjamin
tersijudnya maslahat tambshan sebagaimana dimaksud
pada avat [1).

(3] Ketentuan lebith  lanivt mengensal maslahat tambahan
sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) dan ayat (2} diatgr
dengan Peramiran Pemerintah.

Fasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atay satuan
pencidikan tings yvang diselengegarakan oleh masyarakat berhal
mempersleh jamitnan sosial tenaga kerja sesual dengan peraturan
perundatig-undangan.

Pazal 59

(1} Dosetr yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu
langka berhak memperoleh dane dan fasilitas khusus dari
Permerintah dan/atan pemerintah daerah,

{2] Dozen yang diangkat eleh Pemerintah i dasrah khusus,
berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah
danfatau pemerintah daerah zesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dralam melaksanslian tugas keprofesionalan, dosen
berkewagiban:

a. melaksanekan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;

b. merencanalan ., .
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merencanakan, melaksanalkan proses pembelajeran, =erta
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

meningkatkan dan mengembangkan kualifikas: akademik
dan kompetensi secara berkelamjutan sejalan  dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

bertindak objektf dan tidak diskriminetif atas dasar
pertmbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik
tertentu, atau latar belakang sosicekonomi pezerta didik
dalam pembelajaran;

menjunjung tinggl peraturan perundang-undangan, huloam,
dan kode ctik, serta nilai-nilai apama dan etilea; dan

memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wapb Kerja dan lkatan Dinas

Pasal 6l

Dalam keadaen daturat, Pemerintah dapat memberlakukan
ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara
indonesia lain yang memenuhi kualiftkasi akademilt dan
kompetensi untuk meleksanakan tugas sebagai dosen di
daerah khusua,

Ketentuan lebih lanjut merigenai penugasan warga nepara
[ndonesia eschagai  dosen  dalam keadasn darurat
sehagaimana dimaksud pada ayar (1) diatur dengan
Peraturan Pemetintah.

Pazzl A2

Pemenntah dapat menetaplan pola ikatan dinas bagi calon
dozen  untuk memenuhi  kepentingan  pembangunan
pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan

pembangunan dacrah,
Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi

calon dosen sebagaimena dimaksud pada ayvat (1) diatur
dergan Peraturat Pémerintah.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Kesmpat
Fengangkatan, Penetnpatan, Pomitidahan, dan
Femberhentian

Pasal 63

{1} Pengangkatan dan pencmpatan desen  pada  satuan
pendidikan tingpi dilabukan sccara objektil dan transparan
zesuai dengan peraturan perondang-vndangan.

{2) Pengangkatan dan penempatan dosen  pada  satuan
pendidikan tinggl yvang diselenpggarakan aleh Pemmenntah
chatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3} Pengangkatan dan peormpatan dosen  pada satuan
pendidikan tinggi vang disclenpgarakkan oleh masyarakat
dilakulkan olth penyelengeara  pendidikan atzu  satuan
pendidikan tinggi yang bersanglutan berdasarkan perjanjian
kerja atan kesspalkatan kerja bersama.

(4} Pemenntah dan pemermtah dacrah wajib memfasilitasi
satuan pendidikan  tinggi yang diselenggarskan oleh
masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan
vang bermutl.

Paeal &4

{1] Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan
pada jabatan struktural sesweai dengan perabtaran
perundang-undangan.

(2] Ketentuan lebih lamjut mengenal penempatan dosen yang
diangkat opleh Pemerintalh wpade Jjabatan struktaral
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pazal 65

Tenaga kerja aaing yang dipekerjakan sebagal dosen pada satuan
pendidikan tinggli di Indonesia wajibk memanahi peraturan
perundang-undangan.

Fassl o6

Pemindahan dosen pada satuan  pendidikan  tinggi  vang
diselengparakan oleh masyaralktat diatur oleh penyelenggara
pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
berzama.

Fasal &% . . .
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Pasal &7

(1} Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan
sebagai dosen karena!

meninggal dunia;

mmencapai batas usia pensiun;

atas permintaan sendir;

tidak dapat melaksanalan tugas eccara terus-menerus

selama 12 [dua belas] bulan karena sakit jasmani

dan/atayn rohani; atau

e. berakhirnya petjanjian kerja atan kesepakatan kerja
bersama antars dasen dan penyelenggara pefididikan,

LI

(2] Dosen depat diberhentikan tidak dengan hormat dar
jabatan sebaga dosen karena:
a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama; atau
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugag selama 1
{satu] bulan atan lebil secara terus-menerus.

(31 Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {d] dilakulan oleh penyelenggara pendidikan atan
satuan pendidikan tinggi vang bersanghutan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

{4) Femberhentian dosen  harena  batas  usia pensiun
sebagaimana dunaksud pada ayat (1) hurof b dilakukan
pada usia 65 (anam puluh lirea) tahum.

(S} Pr:::fc:mr Yyang b:rprestaﬁi dapat diperpanjang batas usia
pensiuntya sampai 70 [tujuh puluh) tahun.

{t) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan
dan jabatan mebagai dosen, kecuali acbagaimana dimaksud
ayat (1] huruf a dan hurul b, tidak dengan scndirinya
diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pazal &8

(1) Pemberhentian dosen scbegaimana dimaksud dalam Pasal
67  ayat (2} dapat dilakukan setelah  dosen  yang
bersanpgkutan diben kesempatan untuk membela diri,

{2] Dosen pada satvan pendidikan tingg vang diselenggacakan
oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendin memperoteh kompensasi finansial
sesuzi dengan perjanjian kerja atau kesepakatan Lerja
bcrsama.

Baman Kelima | . .
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Bagian Kelima
Pemtbinaan dan Pengembangan

Pasal 6%

Fernbinaan dan pengembangan dosen meliput pembinaan
darn pengembangan profesi dan karier.

Pembinaan dan penpembangan profezi dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} melipud kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional.

Pemhbinasn dan pengembanpan prefesi dosen dilakukan
melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

f1)-

Pembinean dan petigembangan kaoer dosen schagaimana
dimaktsad pada ayat (1) mehpubh penugasan, kenaiken
pangkat, dan promosi,

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan
karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau masyerakal ditetapkan dengan Peraturan
Menteri. -

(1}

1<)

()

Pasal ¥1

Fernerintah wajib membing dan mengembanghkan kualifikasi
akademik dan kompetensi dosen pada satian pendidikan
tinggt vang diselenggarakan oleh Pemernteh dan/fatay
masyarakat,

Salvan pendidikan tinggt yvang  diselsnggaralean  oleh
masyarakat wajilr membina dan mengembanghkan kualifikasi
akademilk dan kompetersi dosen,

Pemerintah wajib memberilan ANPEATEI unfuk
meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada
satuan pendidikan tinggi vang  diselenggarakan  olch
Petnerintah danyatan masyarakat,

Pagal 72 . .,
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Pasal 72

EBeban Lkerjn dosen mencakup kegiatan pokok yaitu
MCIencAnakar pembelajaran, melaksanakan proscs
pembelajaran, melakukan evaluasi pembalajaran,
membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan
tugas tambahen, serta melakulean pengebdian  kepada
masyarakat.

Beban kerja sebagaimane dimakaud pada ayat (1) sckurang-
kurangnya sepadan dengan 12 {dua belas] satuan kredit
semester dan sebanyak-banyaknya 18 [enam belas) satuan
kredit semester.

Ketentuan lebih lanjut mengenai beban ketja  dosen
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] diatur oleh
setiap satuan pendidilban tinggl stsual dengan peraturan
perundang-undangan,

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 73

Dosen yang berprestasi, beededikasi Tuar biasa, danfatay
bertugas i  daerah  khusus  berhak  memperoleh
penghargaan,

Dworsen yang gupur dalam melaksanakan tugas di dacrahb
khusus memperoleh penghargaan dari  Pemerintsh,
pemerintah daerah, danfatau masvarakat,

FPa=al 74

Fenghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, organizasi profesi keilmuan, danfatau
satuan pendidikan tingg.

Fenghargaan dapat diberikan pada tngket satuan
pendidikan tingpi, tingkat kabupaten /kota, tingkat provinsi,
tinpkat nasional, dan/atae tingkat internasional.
Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa,
kenaikan pangkat istimewa, fimansial, piagam, dan/atau
benituk penghargaan fain,

(4) Penghargaan . . .
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Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka
memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik
Indonesia, hari ulang tahun provinsi, han ulang tahun
kabupaten;/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi,
hari pendidikan nasional, dan/atan hari begar lein.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
sebagnimana dimakand pada ayat {1}, ayak {2}, ayat {3], dan
avat {4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketajuh
Parlindungan

Paszal 75

Femenntah, pemenntah daerah, masyarakat, organises
profesi, danjfatau  satuan  pendidikan  tinggi  wajib
memberikan  perlindungan  terthadap desen dalam
pelaksanaan tugas.

Perlindungan =ebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perlindungan  hukum, perlindungan  profesi, scrta
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hukem sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
mencakup  perlindungan  terhadap  tindak  keckerasan,
ancaman, perlakoan diskriminanf, intmidasi, atan
perlabuan ddak adil dari pthak peserta didik, orang tua
peserta didik, masyarakat, birckrasi, dan fatau pihale lain.

Perlindungan profcsi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tupas dosen
sebagai temaga profesional yang meliputi pemutusan
hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, pemberian imbalan vang tidak wajar,
perobatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan
stonomi keilgnean, serta pembatasan/pelarangan lain yaog
dapat mmenghambat dosen dalam pelaksanaan tugas,

Perlindungan keselammatan dan keschaten kerjn sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliput perlindungan terhadap
risikc  gangguen keamanan kerja, kecelakasn kegja,
kehakaran pada wektu kerja, bencana afam, keschatan
linglungan kerja, dan/atav risiko lain.

(5] Dalam . ..
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Dalam  rangka kegiotan  akademilt, doesen mendapat
periindungan untuk menggunakan data den sumber yang
dikategoriltan  terlarang  aleh  peraturan  perundang-
undangan,

Bagian Kedelapan
Cuti

Famal 76

Dosen  mempergleh  cuti  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undengan.

Dosen memperoleh cutt antuk stodi dann pencliian atan
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologl, dan
zeni denpan mempercieh hak gaji penuh,

Ketentuan lebih  lanjut  tengéna cuti  sebagaimana
dimaksud pada pada ayet (1) dan ayat (2} diatur dengan .
Feraturan Femerintah,

BAB VI
BANKSEI

Pasal 77

Guru vang diangkat olch Pemecrintah atau pemerintah
daerah yang tidak tnenjalankan kewajiban scbagaimana
dimaksud dalam Pasai 20 dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sarks sebagatmana dimaksud pada ayat (1) berupa:
LegUTATL

peringatan tertulis;

penundaan prmbenan hak guara;

penurinan pangkat;

pemberhentan dengan hormat; atau
pemberhentan tidak dengan hormat.

=N g

{uru yang berstatus ikatan dinas schagaimana dimaksud
dalarn Pazal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesusi
dengan perjanjian kerjs atau kesepakatan ketja bersama
diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4] Guru . ..
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Guru yang diangkat oleh penvelengegara pendidikan atan
satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh masyarshkat,
vang tidak menjalankan hkewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dikenai sanksi s¢esuai dengan perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanlsi
oleh crganiza=i profesi.

Gurg vang dikenai sanksi sebagaitmana dinaksud peda ayat
(1), avat (2], ayat (3], ayat (4], dan ayat (5 mempunyai hal
meambela dir,

Fasal 78

Dosen  yeng diangkat oleh Pemerintah yang tidak
menjalankan Kewgjiban sebagritnana dimaksud dalatm Pasal
00 dikena sanksi sesual dengan peraturan perindang-
undangan.

Bank=i sebagaimana dimaksud pada ayat |1) berupa:
teguran;

peringatan tertulis;

penundaan pemberian hak dosen;

penurunan paigkat dan jabatan akademik:
pemberhenban dengan hormat; atan
pemberhentian tidak dengan hormat.

el = =

Dosen yvang diangkat oleh penyrelengpara pendidikan atau
satuan pendidikan tingei vang  diselenggarakan  oleh
masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban schagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanlisi sesual dengan
perjanjian kerja atau kesepakatan ketja bersama.

Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimeksud
dalam Pasal G2 yang ldak melakzanakan tuges sesuai
dengan perjanjian kerja atauz kesepakatan kerja bersama
diberi sanksi zesuni dengan perjanjian ikatan dinas.

Dosen yang dikenai sanksl schagaimena dimaksud pada

ayat (1], ayat [2), ayat [3), dan ayat {4] mempunyai hak
mermbela diri.

Pasal 79, _.

1



FPRESIDEMN
REFUBLIK INDONE S1LA

- 34 -

Paszal 79

(i} Peayelecnggara pendidikan atau zafuan pendidikan yang
melakultan pelanggaran terhadap ketentuan =ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 3%, Pasal 63 ayat
{4], Pasal 71, dan Pesal 75 diberi sankst =sesuai dengan
peratiian perundang-undangan,

(2] Sanksi bagi penyvelenggara pendidikan berapac

A
=%
c.

d.

teguran;

peringatan tertulis;

pembatasan kegatan penyelengegarasan satuan
pendidikan; atau

pembeltuan kegiatan  penyelenpgearaan SA AT
pendidikan.

HAB VI
KETENTUAN PERALIHANM

Pasal B0

(1} Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

a,

guru  yang belum  memiliki  serofikat  pendidik
memperaleh  tunjangan Mogsional  sebagaimana
dimakeud dalamn Pasal 17 ayat [1) dan avat {2) dan
memperoleh maszlahat tambahan achagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2) paling lama 10
{sepuiuh] tahun, atau gurne yang bersangkutan telah
memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

dosen wang belum memilild  sertifikat  pendidik
memperolch  tunjangan  fungsional  sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan avat (2] dan
memperoleh  maslahat  tambahan  =ebapaimana
dimaksud dalam Fazal 57 eyat (2| paling lama 10
[sepuluh) tahun, atay dosen yang bersanghkutas telah
memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2] Tunjangan . ..
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(2] Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru
dan  dosen  sebagaimena dimaksud pada  ayat (1)
dialokasilan dalam anggaran pendapatan dan  belanja
negara dan anggaran pendapetan dan belanja daerah.

FPasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yaog berkaitan dengan
guru dan dosen tetap berlakn sepanjang tidsk bertentangan atau
belumn diganti dengan peraturan baru berdazarkan Undang-
Undang ini.

BEAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal B2

(11 Pemenntah mulali melaksanakan program sertifikasi
pendidik pahing lama dalam waktu 12 [dua belas) bulan
terhitung scjak berlakunya Undang-Undang ini.

(2] Ouru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan
sertifilkat pendidik sebagaimeana dimeksud pades Undang-
Undang ini wajib memenubi kualifikasi akademik dan
sertiikat pendidik paling lama 10 (sepulub) tahun sejak
berfakunya Undang-Undang irmi.

Pagzal 83
Scmua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk
melak=sanakan Undang-Undang ini hams diselasailtan selambat-
lambatnya 18 jdelapan belas) bulan scjak berlalkunya Undang-
Undeng ini.

Pasal 84

Undang-Undang int mula berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar
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Agar setiap arang mengetahuinys, memcrintahlcan
pengundangan Undang-Undang ini dengan  pensmpatannya
dalam Lembaratt Negara Bepublik Indonesia.

Disahlean di Jakarta
pada tangeal 30 Desember 2005

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid

CE. H. SU3ILG BAMBANG YUDHOYONG
CHundangkan di Jakarta
pada tangeal 20 Descmber 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSLA

EEPUEBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
tid

YUSRIL IHZA MAHENDEA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157

Salinan seanai dengan aslinya
DEFUTI MEWTEEI SEKRETARIS NEGAEA
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Pembukaean Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun
1943 menyatakan hahwa tujuan nasional adalah untuk melindung
segenap  buangsa dan selurch tumpah darah Indonesia dan untuok
rmetnaiukan keszjahieraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanaskan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdemaian abadi, dan keadilan sosial Untulk mewujodkan tujuan
nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan,
Belanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Newara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa [1] setiap warga negara berhak
mendapal pendidilian; [2) Setap warga negara wajib mengikuti pendidilan
dasar dan pemenntah wajibh  membiayainya; (3] Pemerintah
menguzahakan dan menyelenggarakan saty sistem pendidikkan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
ranglkta mencerdasikan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-
undang: (4] MNegara memprioritaskan anggaran pendidikan sckurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari enggaran pendapatan dan belanje
negara serta dard angearan pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi keburuhan penyelenggaraan pendidiken nasional, dan {5)
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dengan
menjunfung tngel nilai-nilai agama dan persaivan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia
Tahun 1945 tersebut kemudian diatar lelsit lanjut dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki
vigi terejudnya sistem pendidikan sebagai pranata sostal yang kuat dan
berwibawa untuk memberdayakan semua warga ncgara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktf menjawab tantangan zaman yang selaly berubah,

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa
yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang
semakin ketat dengan hangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia
tersebut dibasilkan melalui panyelenggaraan pendidilkan yang bermutu.
{Oleh karena i, guru dan dazen memmputiyad fungsi, peran, dan

kedudukan .
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kedudukan yang sanpat strategs. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Mormor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Masional metwyatakan
bahwa pendidilkk merupakan tenaga orofesional. Kedudukan gurn dan
dosen  sebapal  letaga  profesional mempunyal  visi o tetwajudnya
penyelengaarasn permbelajaran sesuAail dengac prinsip-prinsip
profesionalitas untuk memenuhi hek yang sema bagi setiap warga negara
dalam memperolch pendidikan yang beroutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen
sebagai tenaga profesional mempunyal misi untuk melaksanakan tujuan
Undang-Undane ini sebagal berikut:

mengangkat martabat gurna dan dosen;

menjarmin halt dan kewsaliben gpund dan dosen;

tneningkatkan Kompetensi gun dan dozen;

mema)ukan profes serta kaner guru dan dozen;

meningkatkan mutu pembelajaran;

meningkatkan mutu pendidikan na=ional;

mengurangl kesenjangan ketersediaan gure dan dosen antardacrah
dari scel jJumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
mengurang kesenjangan mutu pendidilan antardaerah; dan
meningkatkan pelayanan pendidikan vang bermuatu.

il ol

O &

Berdasarkan visi dan misi tersebut, keduduksn guru szebagai tenaga
profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta peratnya
sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mut  pendidikan
nasional, sedangkan kedudukan deosen sebagai tenaga  profesional
herfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan
ilmu  pengetahuan, telmologi, dan seni untuk meningkatian mutua
pendidikan nasional.

Zejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan gury dan doscn sebagai
tenaga profesional bertijuan untuk melaksanakan sistermn pendidikan
nagional  dan  mewgudkan  twjuan  pendidikan  nesional,  yakni
berltembangnya potenst peserta didik agar menjadi cmnanusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandir, serta menjadi wargs nepara yang
demokratis dan bettanpenng jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan tethadap tugas guru dan dosen,
kedudukan pura dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalar
pendidikan formal, pada jenfang pendidikan dasar, pendidikan menenpal:,
dan pendidikan tingei perlu dikukuhkan dengan pemberian scrtifikat
pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru
dan dosen sebagai tenaga profesipnal. Delatn melaksanakan tugasnya,
guru dan doaen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum  sehingga  memiliki kesempatan  untuk meningkatkan
kemamptian profesicnalnya.

Selain . ..
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Selain itu, perlu jupa diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi
dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penepakan hak dan
kewajiban guru dan desen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan
pengembangan  profess gura dan dosen,  perlindungan bakum,
perlindungan profesi, serta perlindungan kesclamatan dan kesehatan
kerja.

Berdasarkan wisi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di  atas

diperlukan strategi yang meliputi;

1. penvelenggaraan  sertifikasi pendidik berdasarkan  kualifikasi
akademik dan kompetensai;

2. pemenuhan hak dan Kewajiban guru dan dosen sehagai tenaga
prolezional yang sesuel dengan prinsip profesionalitas,;

3. penyelenggaraan  kebijakan  strategis  dalam  penganglatsn,
penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai
dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademils, maupun
lompetensi yang dilakulan secara merata, ohfektif, dan transparan
untuk menjamin kebetlangsungan pendidikan;

4, penyelenggaraan  kebijakan strategizs  dalam pembinaan den
perngembangan  profest puru dan dosen untuk  meringkatkan
profesicnalitas dan pengabdian para puru dan dosen;

5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan
terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;

5. pecningkatan  peran organisasi prolesi unfuk  menjaga dan
meningkatitan kehormatan dan martabat gurne dan dosen dalam
pelaksanaat tugas sebagai tenaga profesional;

7. penguatan kosctaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada
satuan pendidikan yang dizselengparakan oléth  Peomernntzh dan
pemerintah deerah dengan guru dan dosen yang bertugas pacds
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

8. pengnatan anggung jawab dan  kewajiban  Pemerintal  dan
pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pencapaian  anggaran
pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban puru dan dosen
sebapal tenaga prolesional; dan

%, pemingkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan
kewapnban gua dean desen,

Pengakuan kedudukzan guru dan dosen sebapgai tenaga profesional
merupakan bagian dari pembabarvan sistem pendidikan nasional yang
pelaksanaannya  memperhatikan  berbagai  ketentusn  peratiran
prrundang-undangan di bidang pendidikan, kepegavwaian,
ketenagalterjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal ifu, diperluksn pengaturan tentang kedudulkan
guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang
tentang Gumu dan Dosen.

1. PASAL DEMI PASAL . ..
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PARAL DEMI PASAL

Pasal 1
CAukup jclas.
Pazal 2
Avyat (1)
Guru eebagai tenaga profesional mengandung srti bahwa
pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh sescorang Yang
mémpunyal  kualifikasi akademik, kompetensi, dan  sertilikat
pendidik  seaual dengan perayaratan untuk setiap jenis dan
Jenjang pendidikan t2rtenoy,
Ayat [2)
Cukup jelas.
Pazal 2
Cukup jclas.
Pazal 4

Yang dimelsud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learming
dagenf] adalah peran gurmy antara lain scbhagai fasilitator, motivator,
pemacly, pereleayaga pembelajaran, dan pemberi inspiragi belajar bagi
peserta didik.

Pagal 5
Cukup jelas,

Pazal &
Cukup jclas.

Pasal ¥
Cukup jelas.

Pasal B
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondis
keschatan fisik dan mental yang memunghinkan gury  dapat
melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan Maik dan mental
terscbut tidak ditujukan kepada penvandang cacat.

Pasal 9
Culup jelas,

Pasal 10, .
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Avyar 1)

Yang dimaksud dengan kompetensi  pedapgogik adaijah
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didile.

Yang dimaksud dengan  kompetensi  kepribadian adalah
kemampuan kepribadian yang rmantap, berakhlak mulie, arif,
dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik,

Yang dimaksud denpan  kompetensi  profesional  adalah
kemampuan penguasaan materi pelajaran secars jue=z dan
mendalam.

Yang dimeksud dengan kompetensi sosial adalaly kemampuan
guru unluk berkomunikasi dan berinterakei szecara efektil dan
efisien dengan peserta didik, segama guru, crangtua/wali peserts
didik, dan masyarakat sekitar.

Aval (2]

Fasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cubkup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Avat 1)

hurafa
Yang dimaksud dengan peonghasilan di atas kebutuhan
hidup minimum adalah pcndapatan yang cukup untuk
memenubl Kebutuban hidup guru dan Beluarganye sccara
wajar, baik sandang, pangan, papan, keschatan, pendidikan,
rekrtasi, mavpun jaminan hari ta.

huruf b
Cukup jelas.

huraf e
Cukup jelas

humf d
Cukup jelas.

hurul e
Cukup jelas,

hural £
Cukup jelas.

huniu g . ..
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hurf g

Cukuy jelas,
hurul h

Cukup jclas.
hurul i

Cukup jelas.
huruf ]

Cukup jelas.
huruf &

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faral 15

Cukup jelas.

Avat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokek adalah satnan penghasilan
yvang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa
kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan vang melekat pada gajl adalah
tambahan penghasilan sebagai kemponen kescjahtcraan yang
ditentukan berdasarkan jumlah tangegungan keluarga,

Yang dimaksud dengan tanjangan profesi adalah tunjangan vang
diteriltan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidiic zebagai
penghargaan atas prolesionalitasoya,

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan
vang diberikan kepade guru sebagai kompensasi atas kesulitan
hidup yang dihedapi delam melaksanakan tupas di daerah
khusus.

Yong dimaksud dengan maslahat tambshen adalah tambahan
kezejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan
keschatan, atau bentuk keacjahteraan lain.

Ayat 2]

Cukup jelas,

Avyat (3]

Fazal 15

Cukup jelas.

Avat [1)

Cukup jelas.

Ayal {2)

Cubkup jelas,

Ayat{3}. ..

L
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Ayat [3)
Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bapian dari
anggaran pendidikan selain  gaji pendidik dan angparan
pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal
49 ayat {1} dan ayat [4) Undang-Umdang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Avat [4)
Cukup jelas,

Fasal 17

Avat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Cukup jelas

Avat [3)
Tunjangan lungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari
anggaran pendidikan =elain gafi  pendidik den anggaran
pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal
45 ayat [1j dan ayat (4] Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Masional.

Pasal 18

Ayat [1}
Tupjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari
anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan  anpgaran
pendidikan kedimasan untuk memenuhi ketentvan dalam Pasal
12 ayat (1} dan ayat (4] Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Avat (2]
Cukup jelas.

Avat [3
Cukup jelas.

Avat (4]
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat {1)
Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperaleh
pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan
kennganan biaya pendidikan bagi putra-putni guru vang telah
mementthi gyarat-syarat alkademik untuk menempuh pendidikan
dalam satuan pendidikan tertentu.

Avat [2)
Cukup jelas.

Awvat (3] ...
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Avat {(3)
Culkcup jelas.

Pasal 20G
Culkup jelas.

Payal 21
Cukap jelas.

Pazal 22
Cukup jelas.

Fazal 23
Culkoug jelas.

Fasal 24
Cukup jelas.

Pagal 23
Cutkeup jelag.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Culup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Fasal 29
Cukup jclas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Fa=al 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas,

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 _ ..
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Pasal 34
Culkup jelas,

Pasal 35
Culkup jclas.

Fasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Culmp jelas.

Paaal 38
Cukup jelas.

Fazal 39
Culup jelas,

Pazal 40
Cukup jclas.

Fasal 41
Cukup jelas.

Paszal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukuyp jelas.

Pasgal 44
Cukup jelas,

Fasal 45
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi
kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosén dapat
melaksanakan tupas dengan baik. Kendisi keschatan fisik dan mental
tersebut tidal ditujulcan kepada penyandang cacat.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Culup jelas.

Pasal 48 ...
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Pasal 48

Ayat (1]
Yang dimaksud dengan dosen tetap adalab dosen yang bekerja
penuby walktu vang berstatus aebagai tenaga pendidik tetap pada
sainan pendidikan tinggn tertentu.
Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen vang
belkerja paruh wakml yang berstatus sebagai tensga pendidik
tidak tetap pada satuan pendidilean tinggi tertentu,

Avat [2]
Culup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Avat (4]
Culup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Yang dimaksud dengan secara langasung adalah tanpa berjenjang.
Ayat [4)
Cukup jelas.

Pazal 51
Ayat {1]

hurlal a
Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan
hidup minimum adalah pendapatatn yatg culkup untuk
memenuti kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara
wajar, baik sandang, pangan, papan, lkesehatan, pendidikean,
rekreasi, maupun jaminan hari tua,

hurad b
Cukup jelas.

hurul e
Cukup jelas.

huarul 4
Cukup jelas.

hurf =
Culup jelas.

humaf . ..



FRESIDEMN
REFLBLIMN INDOMESIA

= 11 -+

hunal |

Cukup jelas.
huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2]

Pasal 32

Cukup jelas.

Axat [1]

Yeng dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan
vang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa
kerim.

Yang dimeksud dengan tunjangan yang melekat pade gaji adajah
tambahan penghasilan scbagai komponen kesgjghteraan yang
ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluargs,

Tang dimakeuvd dengan tunjangan profesi adalah tunjangan vang
diberikan kepada dosan yang memiliki sertifikat pendidik sebage;
penphargaan atas profesionalitasnya

Yang dimeksud déngan tunjangan khusus adalah tunjanpgan
yang diberikan kepada dozen sehagm kompensasi atas kesulitan
hidup yang dihadapi dalam melaksanaksn tupgas di daerah
khusus.

Yang dimakzud dengan maslahat tambahan adalah tambahan
kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan
kesehatan, atan] bentuk kesejahteraan lain.

Ayat {2)

Cukup jelas,

Avat [3)

Pasal 53

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pazal o4

Cukup jclas.

Pagal 535

Ayat (1]

Lihal penjclasan Pasal 52 ayat (1)

Avat (3

Cukup jelas.

Avat [3) . ..



PRESIDEN
REFLBLIK INOSNE S8

- 12 -

Axyat (3]

Cukup jelas.
Avat (4

Cukup jelas.

Paszal G
Cukup jclas.

Pa=al 57
Cukup jelas.

Fasal o8
Cukoup clas.

Faszl 50

Avat [1)
Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langla adalah ilmu
vang sangat kbas, memilild fingkat kesylitan tinggi, dan/atan
memputiyai nilai-nilad strategis serta tidak banyale diminati.
Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khosus adalah alokasi
anggaran dan kemudehan yang diperuntukkan bagi dosen yang
mendalami dmu [angka tersebut.

Avat [2)
Cukup jelas.

Pasal GO
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Culmip jelas,

Pasal £3
Catleup jelas.

Pazal 64
Cukup jclas.

Pazgl 65
Cukup jelaa.

Pazal 66, . .
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Cukuyp jelas.

Pasgal 67

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pazal 59

Cukup jelas.

Paaal 70

Cukup jelas.

Paszal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jeias.

Pazal 73

Cukup jelas.

Paszal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 7&

Culoup jelas.

Bazal 77

Cukuyp jclas,

Pasal 78

Culup jelas.

Pasal 79

Culoup jelas.

Pasal 80

Cukup j2las,
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Pasal 81 . -,
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Pasal 81
Cubup iclas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal B3
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
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